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Abstract. The transformation of business status from a sole proprietorship (UD) to a 

limited liability company (PT) at PT FKI has had a significant impact on the management 

of its sharia-based herbal medicine business. This study aims to analyze the legal, 

financial, and operational implications of this status change using a qualitative 

approach. The findings indicate that this transformation enhances legal legitimacy, 

facilitates access to external financing, and opens broader market expansion 

opportunities. However, the transition process also presents various challenges, 

particularly in implementing sharia principles related to business transactions, 

contractual agreements (akad), and profit-sharing mechanisms. The study recommends 

strengthening sharia-based corporate governance, improving human resource capacity 

in understanding Islamic commercial principles (muamalah), and developing standard 

operating procedures (SOPs) aligned with sharia guidelines. Regulatory support and 

continuous consultation are also deemed essential to ensure a smooth adaptation process. 

These findings are relevant for micro and small-scale business actors with a sharia 

orientation who are considering changing their legal business form. With appropriate 

strategies, this transformation can serve as a foundation for sustainable, professional 

business growth while maintaining consistent adherence to sharia values in all 

operational and strategic decision-making processes. 
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Abstrak. Perubahan status badan usaha dari Usaha Dagang (UD) menjadi Perseroan 

Terbatas (PT) pada PT FKI membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan 

bisnis jamu berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi 

hukum, keuangan, dan operasional dari perubahan status tersebut dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ini memberikan 

peningkatan legitimasi hukum, kemudahan akses terhadap pendanaan eksternal, serta 

peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Namun demikian, proses transisi juga 

menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip syariah 

yang berkaitan dengan sistem transaksi, akad bisnis, dan mekanisme bagi hasil. Studi ini 

merekomendasikan perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang berbasis syariah, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip-prinsip muamalah, 

serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan ketentuan 

syariah. Pendampingan regulatif dan konsultasi berkelanjutan juga diperlukan agar proses 

adaptasi berjalan optimal. Temuan ini relevan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil 

yang berorientasi syariah dan sedang mempertimbangkan perubahan bentuk badan 

hukum. Dengan strategi yang tepat, perubahan status dapat menjadi fondasi untuk 

pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, profesional, dan tetap selaras dengan nilai-nilai 

syariah secara konsisten. 

Kata Kunci: Usaha Jamu, UD ke PT, PT FKI, Ekonomi Syariah. 

 

LATAR BELAKANG 

Di tengah era yang penuh persaingan seperti saat ini, kompetisi dalam dunia bisnis 

semakin ketat. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak usaha yang menawarkan 

beragam produk berkualitas dengan harga kompetitif. Berbagai strategi pun diterapkan 

oleh pelaku bisnis, mulai dari promosi, penetapan harga, pelayanan, dan lainnya, guna 

menarik minat konsumen (Kharisma et al., 2024).  

Menyikapi persaingan yang semakin sengit, diperlukan langkah-langkah strategis 

untuk mempertahankan daya saing. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas 

layanan demi mencapai kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen akan berdampak 



positif pada loyalitas mereka dalam berbelanja, yang pada akhirnya turut mendorong 

peningkatan volume penjualan.  

Perubahan status badan usaha dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas 

(PT) merupakan langkah strategis yang sering dilakukan pelaku bisnis untuk 

meningkatkan skala usaha dan legalitas hukum. Usaha Dagang (UD) merupakan salah 

satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh individu atau perorangan 

(Fauzi, 2023). Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan lembaga bisnis yang 

dijalankan secara kolektif oleh sekelompok orang dalam satu organisasi, bukan 

perorangan (Puspadewi, 2022). Pada praktik ekonomi syariah, perubahan ini tidak 

sekedar menyentuh aspek hukum dan finansial, melainkan landasan syariah dalam 

pengelolaan usaha (Putra et al., 2021). PT. Firdaus Kurnia Indah (FKI) sebagai pelaku 

usaha jamu, mengalami perubahan signifikan setelah beralih dari Usaha Dagang (UD) ke 

Perseroan Terbatas (PT).  

Industri jamu di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi 

syariah karena produknya yang alami dan sesuai dengan prinsip halal (Rahmi et al., 

2024). Namun, perubahan status hukum dari UD ke PT mengharuskan perusahaan 

menerapkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal 

pembagian keuntungan, pengelolaan zakat, dan penerapan kontrak syariah. Perubahan ini 

menimbulkan konsekuensi baik dari segi manajemen, permodalan, maupun tanggung 

jawab sosial (Nasution, 2023). Ekonomi syariah menekankan keadilan, transparansi, dan 

larangan riba dalam setiap aktivitas bisnis (Tohari et al., 2024). Perubahan status hukum 

dari UD ke PT harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini agar tidak bertentangan 

dengan nilai syariah (Albanjari, 2022). Misalnya, struktur pembiayaan dan pembagian 

keuntungan harus dirancang sesuai dengan akad-akad islam, seperti mudharabah dan 

musyarakah. 

Perubahan identitas dari UD. Firdaus Kurnia Indah menjadi PT. Firdaus Kurnia 

Indah merupakan perwujudan transformatif yang strategis bagi pertumbuhan usaha jamu 

dengan dorongan semangat kolaborasi dan integrasi. Perubahan menjadi PT membawa 

konsekuensi hukum baru, termasuk tanggung jawab terbatas dan kewajiban pelaporan 

keuangan yang lebih ketat (Hilary, 2025). Dalam aspek ekonomi syariah, PT. FKI harus 

memastikan bahwa selurus aspek legal, seperti kontrak kerja dan pembiayaan, bebas dari 
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unsur gharar (ketidakpastian) dan masyir (spekulasi). Hal ini menjadi tantangan tersendiri 

mengingat struktur PT lebih kompleks dibandingkan UD. 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia turut mendorong pelaku usaha untuk 

mengadopsi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam (Putra et al., 2024). PT FKI, 

sebagai pelaku industri jamu, harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat 

branding sebagai usaha yang halal dan thayyib. Perubahan ke PT membuka peluang akses 

ke pasar modal syariah, seperti penerbitan sukuk atau kerja sama dengan perbankan 

syariah (Indra et al., 2024).  

Berdasarkan penelitian terdahulu Putra et al. (2021), proses perubahan status 

usaha dapat dilakukan setelah adanya peningkatan dari usaha kecil dan dapat 

dikembangkan menjadi usaha yang lebih dikenal banyak orang dan meningkatkan 

keuntungan. Sejalan dengan penelitian Sholikhatus et al. (2023), tujuan dibentuknya 

perseroan terbatas untuk pelaku usaha yaitu untuk memudahkan pengembangan usaha 

dengan membentuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan UD ke PT pada 

Usaha Jamu PT FKI dalam perspektif ekonomi syariah. Dengan memahami aspek hukum, 

keuangan, sosial dan syariah dari perubahan ini, diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi strategis bagi pelaku usaha sejenis. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi syariah, khususnya terkait 

transformasi badan usaha di industri halal.  

 

KAJIAN TEORITIS 

Usaha jamu merupakan salah satu dari bagian industri obat herbal. Industri obat 

herbal merupakan sektor ekonomi yang mencakup produksi, pengolahan, pemasaran, dan 

distribusi produk-produk kesehatan yang berbahan dasar tumbuhan atau bahan alami 

lainnya (seperti rempah, ekstrak tanaman, atau bahan organik) untuk tujuan pengobatan, 

pencegahan penyakit, atau menjaga kesehatan. Posisi obat herbal dalam layanan 

kesehatan telah menarik minat yang signifikan beberapa tahun terakhir, didorong oleh 

kecenderungan global untuk menjadikannya pelengkap terapi medis konvensional ( 

Oppong et al., 2021). 

Usaha jamu PT. Firdaus Kurnia Indah berasal dari usaha rumahan yang dikelola 

oleh perorangan. Dalam perkembangannya, usaha tersebut mendapatkan status Usaha 



Dagang (UD). Usaha Dagang (UD) merupakan bentuk usaha yang dimiliki oleh 

perorangan atau keluarga dengan modal terbatas dan belum berbadan hukum 

(Meilaningsih et al., 2022). Pemilik UD memiliki tanggung jawab penuh atas segala 

kewajiban usaha, termasuk hutang dan kerugian. Meskipun skalanya kecil, UD 

memungkinkan pengusaha untuk beroperasi secara legal, membuka rekening atas nama 

usaha, serta mengembangkan bisnis sebelum beralih ke bentuk perusahaan yang lebih 

besar (Hia, 2023). Struktur Usaha Dagang (UD) sebagai usaha mandiri terdiri dari pemilik 

usaha itu sendiri dan karyawan yang sesuai dengan divisi kerja masing-masing (Ariyanti 

et al., 2024). Dalam kasus PT. Firdaus Kurnia Indah, status UD menjadi tahap penting 

sebelum akhirnya berkembang menjadi perseroan terbatas (PT).  

Perseroan Terbatas (PT) didefinisikan sebagai badan hukum berbasis persekutuan 

modal yang didirikan melalui perjanjian. Perseroan menjalankan aktivitas bisnis dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Ketentuan ini juga mencakup badan 

hukum perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro dan kecil (Wahyuni 

& Dalimunthe, 2022). Struktur PT terdiri atas tiga organ utama yaitu rapat umum 

pemegang saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, direksi yang bertugas 

menjalankan operasional perusahaan, dan dewan komisaris yang melakukan pengawasan. 

Pembagian peran ini memastikan tata kelola perusahaan (corporate governance) berjalan 

transparan dan akuntabel. Selain itu, PT wajib memenuhi kewajiban perpajakan dan 

pelaporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku (Sekarasih et al., 2021). Keunggulan PT 

antara lain kemampuan menghimpun modal besar melalui penjualan saham, 

kelangsungan usaha yang stabil karena tidak bergantung pada pemilik perorangan, serta 

kredibilitas lebih tinggi di mata mitra bisnis (Sasongko et al., 2024). 

Perubahan status usaha dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) jika ditinjau dari 

perspektif ekonomi syariah memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. 

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip 

Islam, yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan ijma’ ulama. Ekonomi syariah 

bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, 

dengan menekankan keadilan distributif (Adinugraha & Muhtarom, 2021). Dalam Islam, 

terdapat sejumlah prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam etika bisnis. Di antaranya 

adalah pemahaman mendalam tentang konsep kepemilikan dan hak atas harta, 

mekanisme pembagian kekayaan, ketentuan halal dan haram, serta prinsip-prinsip bekerja 
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sesuai syariah. Selain itu, penerapan nilai-nilai ekonomi syariah juga perlu 

diimplementasikan dalam praktik pasar modal yang berbasis syariah (Rahmani et al., 

2023). 

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu perubahan status dari UD ke PT 

meningkatkan akses PT FKI terhadap pembiayaan syariah seperti mudharabah, 

musyarakah, atau murabahah dari lembaga keuangan syariah. Perubahan ke PT 

memperkuat kepatuhan PT FKI terhadap akad-akad syariah dalam transaksi bisnis 

misalnya menghindari riba dan gharar. Selain itu, usaha jamu PT FKI mengalami 

pertumbuhan lebih signifikan pasca perubahan ke PT dibandingkan saat masih berstatus 

UD, ditinjau dari aspek ekonomi syariah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus 

untuk menganalisis dampak perubahan status usaha dari Usaha Dagang (UD) ke 

Perseroan Terbatas (PT) pada PT FKI, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan perubahan aspek hukum, 

keuangan, sosial dan syariah. Penelitian ini dilakukan di PT. Firdaus Kurnia Indah (FKI) 

Bangkalan. Data primer dikumpulkan melalui observasi terhadap operasional bisnis, studi 

dokumen seperti laporan keuangan dan akta perubahan badan usaha dan wawancara 

mendalam dengan manajemen perusahaan.  

Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, di mana sampel dipilih secara selektif berdasarkan kesesuaian dengan 

kebutuhan penelitian. Kriteria pemilihan mencakup karakteristik khusus, kualifikasi 

tertentu, serta relevansi responden dengan tujuan penelitian (Thomas, 2022). Responden 

terpilih meliputi pakar internal perusahaan, yaitu satu pemilik dan satu karyawan, yang 

memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi usaha. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data informasi 

dari wawancara dan dokumen, penyajian informasi berupa tabel perbandingan sistem UD 

dan PT dalam prinsip syariah, dan verifikasi melalui triangulasi sumber wawancara dan 

dokumen. Analisis data dipilih karena diperlukan untuk menyaring informasi relevan dari 

banyaknya data mentah, sehingga fokus penelitian tetap pada aspek syariah dan bisnis 



yang esensial serta mempermudah visualisasi perbedaan sistem UD dan PT dalam prinsip 

syariah empermudah visualisasi perbedaan sistem UD dan PT dalam prinsip syariah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perubahan status Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) mengalami 

dampak signifikan terhadap aspek hukum, keuangan, sosial dan syariah. Berikut 

merupakan dampak dari perubahan tersebut. 

Aspek Hukum 

Perubahan status hukum dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) 

membawa konsekuensi signifikan bagi PT FKI, terutama dalam hal pertanggungjawaban 

hukum dan kepemilikan. Sebagai UD, pemilik bertanggung jawab penuh secara pribadi 

atas hutang dan kewajiban usaha, sehingga aset pribadi dapat menjadi jaminan. Namun, 

setelah berubah menjadi PT, perusahaan diakui sebagai badan hukum terpisah (legal 

entity) yang membatasi tanggung jawab pemilik hanya sebesar modal yang disetor.  

Sesuai dengan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 Pasal 109 ayat 1 “Perseroan 

Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden proses yang dilakukan untuk 

mengubah status dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) yaitu, pemilik UD 

harus mempersiapkan dokumen-dokumen penting, seperti akta pendirian PT yang dibuat 

di hadapan notaris, mencakup Anggaran Dasar (AD) perusahaan, nama PT, maksud dan 

tujuan usaha, besaran modal dasar dan ditempatkan, serta susunan direksi dan komisaris. 

Kedua, PT harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham) dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem 

SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum). Setelah disetujui, PT akan mendapatkan 

Surat Keputusan (SK) Pendirian PT dan wajib mendaftarkan ke Badan Pusat Statistik 

(BPS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).  

Selanjutnya, PT harus memenuhi kewajiban perpajakan dengan mendaftarkan diri 

ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan NPWP badan usaha. Selain itu, 
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jika usaha bergerak di bidang tertentu seperti jamu, harus memerlukan izin BPOM, PT 

harus mengurus perizinan baru atas nama PT. Dalam konteks ekonomi syariah, jika PT 

ingin beroperasi sesuai prinsip syariah, perlu menyertakan klausul syariah dalam 

Anggaran Dasar dan dapat mengajukan sertifikasi ke Dewan Syariah Nasional (DSN) 

atau lembaga sertifikasi halal terkait. Setelah seluruh proses selesai, UD resmi beralih 

status menjadi PT dengan segala konsekuensi hukum dan keuntungan struktural yang 

lebih kuat. 

 

Aspek Keuangan 

Perubahan status dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) 

memberikan dampak mendasar pada struktur permodalan PT FKI. Sebagai PT, 

perusahaan kini memiliki kemampuan untuk melakukan penghimpunan modal melalui 

penerbitan saham dan menarik investor strategis, sehingga memperluas sumber 

pembiayaan dibandingkan ketika masih berstatus UD yang hanya mengandalkan modal 

pribadi atau pinjaman terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, penggalangan dana ini 

harus dilakukan melalui instrumen yang sesuai syariah seperti saham syariah atau skema 

musyarakah, dengan menghindari praktik riba dan gharar. Transformasi ini juga 

mengharuskan PT FKI menyusun laporan keuangan yang lebih komprehensif dan 

transparan sesuai standar akuntansi syariah, termasuk pencatatan zakat sebagai kewajiban 

perusahaan. Sejalan dengan penelitian  Lisah (2021), perusahaan dapat berbagi 

keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing 

pihak. Selain itu juga harus memberikan laporan keuangan secara berkesinambungan dan 

tentunya terbuka. 

Pada aspek pengelolaan keuangan operasional, status PT menuntut sistem 

keuangan yang lebih terstruktur dengan pemisahan yang jelas antara keuangan 

perusahaan dan pribadi pemilik. Hal ini memungkinkan pengelolaan kas dan aset yang 

lebih profesional, termasuk kemampuan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam 

pengembangan produk dan perluasan pasar. Namun, dalam kerangka syariah, seluruh 

aktivitas investasi dan pembiayaan harus melalui proses screening syariah yang ketat, 

memastikan tidak ada keterlibatan dalam bisnis haram atau praktik yang mengandung 

unsur maysir (judi). PT FKI juga perlu membentuk dewan pengawas syariah atau bekerja 



sama dengan lembaga sertifikasi syariah untuk memastikan seluruh transaksi keuangan 

memenuhi prinsip muamalah Islam.  

Dari perspektif strategis, perubahan status ke PT membuka peluang PT FKI untuk 

mengakses berbagai fasilitas pembiayaan syariah seperti pembiayaan mudharabah dari 

bank syariah atau skema crowdfunding syariah untuk pengembangan usaha. Keberadaan 

legal entity sebagai PT juga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan konsumen, yang 

dapat berdampak positif pada nilai penjualan dan pertumbuhan usaha. Namun, 

konsekuensinya PT FKI harus siap menanggung biaya operasional yang lebih tinggi 

terkait kewajiban hukum dan administrasi sebagai PT. Yang terpenting, seluruh 

keuntungan yang diperoleh harus didistribusikan secara adil sesuai prinsip bagi hasil 

dalam ekonomi syariah, serta menyisihkan sebagian untuk zakat perusahaan sebagai 

bentuk tanggung jawab sosial yang sesuai dengan maqashid syariah. 

 

Aspek Sosial 

Pada tingkat komunitas bisnis, transformasi ke PT memungkinkan PT FKI 

membangun jaringan yang lebih luas dengan pelaku usaha syariah lainnya, seperti 

supplier bahan baku halal atau distributor produk syariah. Kolaborasi ini dapat 

memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Dari sisi relasi dengan 

konsumen, status PT memberikan kepercayaan lebih besar karena dianggap lebih 

profesional dan terpercaya dibandingkan UD. Sesuai dengan penelitian Arief & Subaida 

(2021), kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk berusaha menjaga hubungan yang 

terjalin dengan bekerjasama dengan rekan perdagangan, Kepercayan menolak pilihan 

jangka pendek dan lebih memilih keuntungan jangka panjang yang diharapkan dengan 

mempertahankan rekan yang ada, Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk 

mendatangkan risiko besar dengan bijaksana karena percaya bahwa rekannya tidak akan 

mengambil kesempatan yang dapat merugikan pasar. Namun, PT FKI harus memastikan 

bahwa seluruh interaksi dengan pelanggan tetap mengedepankan prinsip kejujuran dan 

keadilan. Dengan demikian, perubahan status ke PT tidak hanya meningkatkan kapasitas 

bisnis, tetapi juga memperluas dampak sosial positif PT FKI dalam kerangka nilai-nilai 

ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.  

Adapun dampak sosial juga berpengaruh terhadap strategi pengembangan usaha 

pada kondisi internal dan eksternal yang dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini sejalan 
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dengan penelitian Pratiwi et al (2024), yang menyebutkan bahwa peningkatan kualitas 

dan kuantitas dapat dilakukan dengan pemilihan bahan produksi, penggunaan alat tepat 

guna, kreativitas branding dan labeling, serta pemasaran online yang akan meningkatkan 

jumlah konsumen dan berpengaruh terhadap peningkatan dari pendapatan. 

Tabel 1 Dampak Sosial pada Kondisi Internal dan Eksternal PT.FKI 

Kondisi Internal Kondisi Eksternal 

Manajemen persediaan bahan baku 

yang baik 

Produk beragam dan bervariasi Produk 

beragam dan bervariasi 

Kualitas pelayanan yang baik 

Pemasaran dilakukan melalui online 

dan offline 

Partisipasi dalam pameran, event, dan 

pelatihan 

Ketersediaan bahan baku 

Kemajuan teknologi dan sosial 

media 

Tersediaanya jasa pengiriman 

Peluang pasar yang luas 

Memiliki banyak pelanggan tetap 

Strategi pemasaran juga dipengaruhi adanya dampak perubahan tersebut. Sebelum 

menjadi Perseroan Terbatas (PT), strategi pemasaran hanya dilakukan melalui offline dan 

online hanya melalui whatsapp. Kini setelah status perusahaan menjadi Perseroan 

Terbatas (PT) beragam strategi pemasaran online telah dilakukan seperti menggunakan 

instagram, tiktok, maupun shopee. Keunggulan melakukan pemasaran online menurut 

Alfarizi (2022), yaitu kemampuan media ini secara efektif dapat membidik target 

konsumen yang spesifik atau khusus. Selain itu, informasi produk tersebar lebih cepat, 

sehingga konsumen lebih mudah untuk mendapatkan produk. Berikut contoh tampilan 

pemasaran online yang terdapat pada Gambar 1. 



 

Gambar 1 Pemasaran Online PT.FKI 

 

Aspek Ekonomi Syariah 

Perubahan status dari UD ke PT membawa implikasi mendasar terhadap 

penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada PT FKI. Sebagai entitas bisnis yang lebih 

formal, PT FKI kini memiliki kewajiban untuk menyelaraskan seluruh operasional 

perusahaan dengan maqashid syariah, mulai dari struktur kepemilikan, sistem 

pembiayaan, hingga distribusi keuntungan. Transformasi ini mengharuskan perusahaan 

menerapkan akad-akad syariah yang sah seperti mudharabah atau musyarakah dalam 

pengelolaan modal, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dalam seluruh 

transaksi keuangan. Perubahan status ini juga menuntut pembentukan Dewan Pengawas 

Syariah atau kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan compliance 

terhadap prinsip syariah. 

Pada aspek produk dan operasional, status PT mengharuskan PT FKI melakukan 

standardisasi proses produksi yang memenuhi kriteria halalan thayyiban. Hal ini 

mencakup pengawasan ketat terhadap sumber bahan baku, proses pengolahan, hingga 

distribusi produk jamu yang harus bebas dari unsur haram. Sebagai PT, perusahaan 

memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menerapkan traceability system yang 

transparan guna menjamin kehalalan produk. Dalam konteks ekonomi syariah, perubahan 

status ini juga membuka peluang untuk mengembangkan produk-produk premium 

syariah dengan sertifikasi halal yang lebih kompetitif di pasar domestik maupun global. 
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Dari perspektif tanggung jawab sosial syariah, transformasi ke PT memperluas 

kewajiban zakat perusahaan dan CSR syariah PT FKI. Sebagai entitas yang lebih besar, 

perusahaan harus menghitung dan menyalurkan zakat secara profesional sesuai dengan 

prinsip zakat tijarah, serta mengembangkan program CSR berbasis syariah yang 

berkelanjutan. Perubahan ini juga memungkinkan PT FKI untuk berpartisipasi lebih aktif 

dalam ekosistem ekonomi syariah, seperti bergabung dalam asosiasi bisnis syariah atau 

mengembangkan kemitraan dengan Baitul Maal wat Tamwil yaitu pemberian dana ke 

pihak tertentu dalam tujuan investasi sebuah perusahaan. Adapun tujuan investasi di 

antaranya memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, pemberdayaan ekonomi dan 

penyaluran dana yang lebih (Hadziq & Amelia, 2021). Dengan demikian, perubahan 

status ke PT tidak hanya meningkatkan kapasitas bisnis tetapi juga memperkuat peran PT 

FKI dalam mewujudkan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berdaya guna bagi umat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Perubahan status dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) membawa 

dampak signifikan bagi PT FKI, terutama dalam aspek hukum dan kepatuhan syariah. 

Sebagai PT, perusahaan kini harus memenuhi regulasi yang lebih ketat, termasuk tata 

kelola perusahaan dan transparansi keuangan, sekaligus memastikan seluruh 

operasionalnya sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, perubahan ini memperkuat 

legitimasi hukum sekaligus menuntut komitmen tinggi terhadap nilai-nilai Islam.  

Dari segi keuangan, transformasi ini membuka peluang akses modal yang lebih 

luas melalui skema syariah seperti mudharabah atau penerbitan sukuk. Dengan struktur 

keuangan yang lebih terorganisir, PT FKI dapat mengoptimalkan pengelolaan laba dan 

investasi yang halal. Pada aspek sosial, perubahan ke PT meningkatkan kepercayaan 

konsumen dan mitra bisnis terhadap produk jamu PT FKI. Status PT juga memungkinkan 

perusahaan memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas produk dengan 

standar halal yang ketat. Hal ini tidak hanya memperkuat brand image tetapi juga sejalan 

dengan maqashid syariah (tujuan syariah) dalam melindungi kemaslahatan umat.  

Secara keseluruhan, perubahan UD ke PT memberikan peluang besar bagi PT FKI 

untuk berkembang secara profesional sambil tetap berpegang pada prinsip ekonomi 

syariah. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan 

kepatuhan syariah, yang dapat diatasi dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah 



(DPS) dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan ini, PT FKI 

tidak hanya menjadi usaha yang profitable tetapi juga berkontribusi pada penguatan 

ekonomi umat yang berkeadilan. 
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